
BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR          :    900.1.13.2/Kep.336 -Rek dan sda/2026

LAMPIRAN     :    1  (satu) I,ampiran

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN ,

RAKVAT KABupATF,N CTRF,DON DAN pF,RusAHAAN pF,RSF,ROAN OAF,RAH BANK
PEREKONOMIAN RARTAT CIREBON JABAR.

Menimbang

Men8in8at

BUPATI CIREBON,

a.       bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 Jo pasal 32
dan Pasal 66 Jo Pasal. 70 Peraturan Menteri Dalani
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum  Daerah  sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas    Peraturan
Menteri   Daiam   Negeri    IN-omor   80   'T.ahun   2015
tentang   Pembentukan   Produk   Hukum   Daerah,
dalam  penyusunan  dan  pembahasan  rancangan
Peraturan     Daerah,     Bupati     membentuk     tim
penyu su n an       dan       pembahasan       Rancangan
Peraturan.    Daerah     yang     ditetapkan     dengan
Keputusan Bupati;

b.       bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana
dimaksud    dalam   huruf   a,    perlu    menetapkan
Keputusan    Bupati    tentang    Tim    Pembentukan
Rancangan         Peratu ran         Daerah         tentang
Penggabungan Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perekonomian   Rakyat   Kabupaten   Cirebon   Dan
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian
Rakyat Cirebon Jabar.

1.        Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2011   tentang
Pembentukan     Pe+aturan     Perundang-undangan
(Lembaran Negara ,Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor  5234)  sebagaimana telah  diubah
beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua
Atas    Undang-Undang    Nomor    12    Tahun    2011
tentang     Pembentukan     Peraturan     Perundang-
undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2022   Nomor   143,  Tambahan     Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-2-

2.       Undang-Undang  Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Taliun   2014   Nomor   244,-  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun  -2026
tentang   Penyesuian    Pidana    (Lembaran    Negara
Republik     Indonesia    Tahun     2026  -  Nomor     1,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indon.esia,
Nomor 7153) ;

4.

Undang-Undang  Nomor  107  Tahun '2024  tentang
Kabupaten    Cirebon    di    Provinsi    Jawa    Barat
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7044);
Undang-Undang   Nomor   4   Tahrin   2023   tentang
Pengembangan  dan  Penguatan   Sektor  Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor  4,  Tambahan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6845);

5.       Peraturan    Pemerintah    Nomor   54   Tahun    2017
tentang   Badan   Usaha   Milik   Daerah   (I.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan    Lembaran  Negara  Republik  Ifidonesia
Nomor 6173) ;

6.       Peraturan  Menteri  Dalam. Negeri  Nomor  80  Tahun
2015 tentang Pembentukan Prodrik Hukum Daerah
(Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2015
Nomor  2036)   sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  120 Tahun
2018  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri
Dalam   Negeri   Nomor   80   Tahun   2015   tentang
Pembentukan    Produk    Hukum    Daerah    (Berita
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2018   Nomor
157);

MEMUTUSRAN :

:   Tim   Pembentukan   Rancangan   Peraturan   Daerah   tentang
Penggabungan     Perusahaan     Perseroan     Daerah     Bank
Perekonomian  Rakyat  Kabupaten  Cirebon  Dan  Perusahaan
Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar.
sebagaimana  tercantum  dalam  Lalnpiran  yang  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

:   Tugas   pokok  tim   sebagalmana  dimaksud   dalam   Diktum
KESATU adalah :
a.     melakukan  penyusunan  dan  pembahasan  Rancangan

Peraturan  Daerah  tentang  Penggabungan  Perusahaan
Perseroan      Daerah      Bank      Perekonomian      Rakyat
Kabupaten  Cirebon  Dan  Perusahaan  Perseroan  Daerah
Bank   Perekonomian   Rakyat   Cirebon   Jabar   dengan
panitia khusus DPRD Kabupaten Cirebon dalam semua
tahapan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

b.     melaporkan   hasil   pembahasan   rancangan   Peraturan
Daerah kepada Bupati untuk mendapat arahan;



KETIGA
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Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal   22  Jtini  2©26

Tembusan:
1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



-4-

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

900.1.13.2/Kep. 336  -Rek dan Sda/2026
22  Juni  2®26

TIM  PEMBENTUKAN   RANCANGAN  PERATURAN
Ti AF.I? AH               TF.NTANrT                pF.NrTrT AF2T TNrTA N
PERUSAHAAN     PERSBROAN     DAERAH     BANK
PE RE KO NO MIAN            RAKYAT            KABU PATE N
CIREBON     DAN     PERUSAHjIAN     PERSEROAN
DAB RAH      BAN K      PEREKO NO MIAN      RAKYAT
CTRF,RON.IABAR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAII BANK
PF,RF,KONOMTAN RAKYAT KABUPATF,N CTRF,BOW DAN PF,RUSAHAAN

PBRSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT CIREBON JABAR.

Pengarah

Kctua

Sekretaris

An88Ota

:     1.Bupati cirebon
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

:   AsistcrL      PcrckorlorrLiain      daL-I      Pcrnbarigurian
Kabupaten Cirebon

a^+J-LJ,LUG

Kepala Bagian  Perekonomian dan  SDA Setda Kabupaten
Cirebon
1.     Asisten   Pemerintahan   dan   Kesejahteraan   Rakyat

Setda Kabupaten Cirebon.
2.      Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten cirebon
3.     Analis     Kebijakan     Ahli     Muda     pada     Bagian

Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon
4.      Analis    Kebijakan     Ahli     Pertama    pada    Bagian

Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon
4.     U nsu r     Peru sahaan     Perseroan     D aerah     Bank

Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon
5.     U n sur     Peru sahaan     Perseroan     D aerah     B ank

Pcrckoriorniari P`akyat Circbori `,Tabar.
6.     Perancang    Peraturan    Perundang-undangan    Ahli

Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
7.     Perancang    Peraturan    Perundang-undangan    AhJi

Pertama   pada   Bagian   Hukum   Setda   Kabupaten
Cirebon

8.     Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum setda
Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,


